
ten tang 
Dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

1. Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan .pelayanan kepada 
masyarakat dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian, maka Tarif Retribusi 
Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga di 
Pemandian Muncul Kabupaten Semarang perlu untuk 
ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa 
U saha, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 
3 (tiga) tahun sekali dan · penetapan tarif retribusi 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi 
Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Pemandian Muncul; 

Menimbang 

BUPATI SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 
DI PEMANDIAN MUNCUL 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 8.5 TAHUN 2022 

PROVINS! JAWA TENGAH 

BUPATI SEMARANG 



2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1652); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 . tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Semarang. 
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF -RETRIBUSI 
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DI PEMANDIAN 
MUN CUL. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2021 
Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6); 



Salinan sesuai dengan aslinya 
~l-;(..IH-i.w,:;;~ ~pGIAN HUKUM 

SEKRET BUPATEN SEMARANG, 

BERITA DAERAH K.ABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 8 r 
DJAROT SUPRIYOTO 

ttd. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal o '- - , o - 2 o,."" 

NGESTI NUGRAHA 

ttd. 

BUPATI SEMARANG, 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal o <- - , o - ,. oi."" 

Pasal 3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB III 

Pasal 2 

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Pemandian Muncul, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB II 

TARIF 



NO JENIS RETRIBUSI TARIFLAMA TARIFBARU 
(Rp.) (Rp.) 

1. a. Retribusi masuk pada hari biasa, per 5.000 10.000 
orang 

2. b. Retribusi masuk pada hari libur dan 7.500 15.000 
hari besar serta event a tau atraksi 
wisata, per orang 

3. c. Retribusi masuk pada saat event atau 7.500 15.000 
atraksi, per orang 

4. d. Retribusi masuk untuk wisatawan 50.000 50.000 
manca negara, per orang 

5. Rombongan diatas 30 (tiga puluh) orang diberikan potongan sebesar 10% 
[sepuluh persen] 

II. BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DI 
PEMANDIAN MUNCUL 

Tarif Hari Biasa Rpl0.000,00 
Tarif Hari Libur/Event/ Atraksi Rp15.000,00 

68.000 
---------------------------------------------------------------------- = 10. 000 

PENGHITUNGAN BIAYA MASUK : 
4.000.000.000 + 80.000.000 + 200.000.000 

10 

I. PENGHITUNGAN TARIF BIAYA MASUK PEMANDIAN MUNCUL 
a. Investasi : Rp4.000.000.000,00 
b. Umur ekonomis : 10 tahun 
c. Biaya operasional : Rp80.000.000,00 (2o/o Investasi) 
d. Biaya pemeliharaan : Rp200.000.000,00 (5°/o Investasi) 
e. Volume pelayanan hari biasa : 44.000 
f. Volume pelayanan hari libur/event : 24.000 

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 
DI PEMANDIAN MUNCUL 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR as TAHUN 2022 

r TENTANG 
TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI 
DAN OLAH RAGA DI PEMANDIAN MUNCUL 


